
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tenlang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kernenterian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (3),
Pasal 48, dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 78

Tahun 2015 tentang Pengupahan, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Upah
Minimum;

MENTERI KETENAGAKERJAANREPUBLlK INDONESLA,
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NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 len tang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan alas UndangUndang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 24, Tarnbahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5747);

5. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang
Dewan Pengupahan;

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun
2015 lentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Pernerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta
Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di
Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Tahun

2015 Nomor411);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kelenagakerjaan [Berita Negara Republik indonesia
Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana Lelah diubah
dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8
Tahun 2018 tentang Perubahari atas Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
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Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah berupa

upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk
tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur

sebagai jaring pengaman.
2. Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat

KHL adalah standar kebutuhan seorang
pekerjajburuh lajang untuk dapat hidup layak secara
fisik dalaml (satu) bulan.

3. Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat
UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk
seluruh, kabupatenjkota di dalam wilayah 1 (satu)
provinsi.

4. Upah Minimum Kabupaten /Kota yang selanjutnya
disingkat UMKadalah Upah Minimum yang berlaku di

dalam wilayah 1 (satu) kabupaten/kota.
5. Upah Minimum Sektoral Provinsi yang selanjutnya

disingkat UMSP adalah Upah Minimum yang berlaku
untuk sektor tertentu di dalam wilayah 1 (satu)
provinsi.

6. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disingkat UMSK adalah Upah Minimum

yang berlaku untuk sektor tertentu di dalam wilayah 1

(satu) kabupaterr/kota.

BAB r
KETENTUANUMUM

MEMUTUSKAN:
PERATURANMENTERl KETENAGAKERJAANTENTANG
UPAHMINIMUM.

Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 750);
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7. Sektoral adalah kategori lapangan usaha beserta

pembagiannya menurut Klasifikasi Baku Lapangan

usaha Indonesia (KBU).

8. Sektor Unggulan adalah sekumpulan perusahaan

dalam 1 (satu) sektor yang memenuhi kriteria mampu

membayar Upah Minimum yang lebih tinggi dari UMP

atau UMK.

9. PekerjajBuruh adalah setiap orang yang bekerja

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk

lain.

1O. Pengusaha adalah:

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan

hukum yang menjalankan suatu perusahaan

milik sendiri;

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan

hukurn yang secara berdiri sendiri menjalankan

perusahaan bukan rniliknya;

c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan

hukum yang berada di Indonesia mewakili

perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a dan b yang berkedudukan di luar wilayah

Indonesia.

11. Perusabaan adalah:

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau

tidak, milik orang perseorangan, milik

persekutuan, atau milik badan hukurn, baik milik

swasta maupun milik negara yang

mempekerjakan Pekerjaj Buruh dengan

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang

mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang

lain dengan membayar upah atau imbalan dalam

bentuk lain.
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PasaI2

(1) Upah Minimum ditetapkan setiap tahun berdasarkan

KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan

pertumbuhan ekonorni.

(2) Penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula

perhitungan Upah Minimum.

8agian Kesatu

Umum

BAB II

FORMULA PERHITUNGAN UPAH MINIMUM

12. Serikat PekerjajSerikat Buruh pada Sektor adalah

organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk

Pekerjaj Buruh pad a 1 (satu) sektor tertentu sesuai

KBLI yang bersifat bebas, terbuka, mandiri,

demokratis, dan bertanggung jawab guna

mernperjuangkan, membela serta melindungi hak dan

kepentingan Pekerjaj Buruh serta meningkatkan

kesejahteraan Pekerjaj Buruh dan keluarganya.

13. Asosiasi Pengusaha pada Sektor adalah organisasi
pengusaha yang anggotanya terdiri atas para

Pengusaha pada 1 (satu) sektor tertentu sesuai KBLI.

14. Dinas Provinsi adalah dinas yang rnenyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di

provinsi.

15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

- 5 -



merupakan inllasi tahun ke tahun (year on year).
(5) Produk domestik bruto sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) merupakan produk domestik bruto harga
konstan.

(6) Tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat
pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
data dan informasi yang bersumber dari lembaga yang
berwenang di bidang statistik.

I).

PDBt

= Pertumbuhan produk domestik bruto yang
dihitung dari pertumbuhan produk

domestik bru to yang mencakup periode
kwartal III dan TV tahun sebelumnya dan
periode kwartal I dan II tahun berjalan.

(4) Inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestik
brute tahun berjalan.

(2) Formula perhitungan Upab Minimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

UMn= UMl+ {UMl x (Inflasi. + % I). POBd}.

(3) Formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana
dirnaksud pada ayat (2) dengan keterangan sebagai
berikut:
UMn Upah Minimumyang akan ditetapkan.
UMt = Upah Minimum tahun berjalan.

Inflasi. = Inflasi yang dihitung dari periode September
tahun yang lalu sampai dengan periode
September tahun berjalan.

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah Upah
Minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil
perkalian an tara Upah Minimum tahun berjalan
dengan penjurolahan tingkat inflasi nasional tahun

Pasal 3
(1) Formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana
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Pasal 7
(1) Upah Minimum tahun pertama setelah peninjauan

komponen dan jenis kebutuhan hidup, ditetapkan:
a. sarna dengan nilai KHLhasil peninjauan; dan

Pasa16
(1) Komponen dan jerus kebutuhan hidup hasil

peninjauan rnenjadi dasar perhitungan dan penetapan
nilai KHLhasil peninjauan.

(2) Perhitungan dan penetapan nilai KHLhasil peninjauan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Pasal 5
(1) KHL terdiri atas beberapa kornponen.
(2) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas beberapa jenis kebutuhan hidup.
(3) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

jenis kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud pada
ayat (2)ditinjau dalam jangka waktu 5 (lima)tahun.

(4) Komponen dan jenis kebutuhan hidup basil
peninjauan ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Perhitungan Upah Minimum

Setelah Peninjauan Komponendan Jenis Kebutuhan Hidup

Pasal 4

(1) KHL sebagai dasar penetapan Upah Minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

terdapat dalam formula perhitungan Upah Minimum.

(2) KHLsebagaimana dimaksud pada ayat (1) yairu Upah
Minimum tahun berjalan ditarnbah perkalian antara
Upah Minimum tahun berjalan dengan tingkat inflasi
nasional tahun berjalan.
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Pasal9
(1) Penghitungan UMP dengan menggunakan formula

perhitungan Upah Minimum dilaksanakan oleh dewan
pengupahan provinsi.

(2) Penghitungan UMPdilaksanakan setelah angka inflasi
nasional dan perturnbuhan produk domestik bruto
dari lembaga yang berwenang di bidang statistik

disampaikan kepada Menteri yang selanjutnya Menteri
menyampaikan kepada gubernur.

(3) Hasil penghitungan UMP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada gubernur rnelalui Dinas
Provinsi.

Pasal 8
(1) Gubernur wajib menetapkan UMP.
(2) Penetapan UMP dihitung dengan rnenggunakan

formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Bagian Kesatu
Upah Minimum Provinsi

BABIII
UPAHMINlMUMPROVINST

DAN/ATAUUPAHMIN1MUMKABUPATEN/KOTA

b. tidak dihitung menggunakan formula perhitungan
Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2).

(2) Penetapan Upah Minimum tahun kedua sampai
dengan tahun kelima setelah peninjauan komponen
dan jenis kebutuhan hidup, dihitung dengan

menggunakan formula perhitungan Upah Minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
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Pasal 11

(1) Penghitungan UMK dengan menggunakan formula

perhitungan Upah Minimum dilaksanakan oleh dewan

pengupahan kabupaten/kota.

(2) Penghitungan UMK dilaksanakan setelah angka inflasi

nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto

dari lembaga yang berwenang di bidang statistik

disampaikan kepada Menteri yang selanjutnya Menteri

menyampaikan kepada gubernur.

(3) Hasil penghitungan UMK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan kepada bupati/walikota untuk

direkomendasikan kepada gubernur melalui Dinas

Provinsi.

PasaJ 10

(1) Gubernur dapat menetapkan UMK.

(2) UMKditetapkan setelah penetapan UMP.

(3) UMK sebagairnana dimaksud pada ayat (2) clitetapkan

harus lebih besar dari UMP.

(4) Penetapan UMK dihitung dengan menggunakan

formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Bagian Kedua

Upah Minimum Kabupaterr/Kota

(4) UMP ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur pada

tanggaJ 1 November dengan keputusan gubemur.

(5) DaJam hal tanggal 1 November jatuh pada hari minggu

atau hari libur nasional atau had yang diliburkan

secara nasional, UMP ditetapkan dan diumumkan oleh

gubernur 1 (satu) hari sebelum hari minggu atau hari

libur nasional atau bar] yang diliburkan secara

nasional.

(6) UMP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)

berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun

berikutnya.
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Pasal 12

(1) Gubernur dapat rnenetapkan UMSP dan Zatau UMSK.

(2) UMSP dan/ atau UMSK ditetapkan berdasarkan hasil

kesepakatan Asosiasi Pengusaha pada Sektor dengan

Serikat Pekerja/ Serikat Buruh pada Sektor yang

bersangkutan.

(3) Besaran UMSP darr/ atau UMSK ditetapkan sebagai

berikut:

a. UMSP harus lebih besar dari UMP;

b. UMSK harus Lebih besar dari UMK.

(4) UMSP dan/ atau UMSK berlaku sejak ditetapkan oleh

gubemur.

Bagian Kesatu

Umurn

BAB IV

UPAHMINlMUM SEKTORAL PROVINSI

DAN/ATAU UPAH MINlMUM SEKTORAL

KABUPATEN/KOTA

(4) Gubernur dapat meminta saran dan pertirnbangan

dewan pengupahan provinsi mengenai hasil

penghitungan UMK sebagaimana dimaksud pada ayat

(3).

(5) UMK ditetapkan dan diurnurnkan oleh gubernur paling

lambat tanggal 21 November dengan keputusan

gubernur.

(6) UMK sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) berlaku

terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
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bersangku tan un tuk merundingkan:

a. Perusahaan yang masuk dalam kategori Sektor

Unggulan yang bersangkutan; dan

b. nominal UMSP.

(6) Dalam hal tidak ada Sektor Unggulan, gubernur tidak

dapat menetapkan UMSP.

(5) Dalam hal terdapat Sektor Unggulan, dewan

pengupahan provinsi menyam paikan hasil kajian

kepada Asosiasi Pengusaha pada Sektor dan Serikat

Pekerja/Berikat Buruh pada Sektor yang

Pasal 13

(1) Penetapan UMSP diawali dengan pelaksanaan kajian

mengenai Sektor Unggulan oleh dewan pengupahan

provinsi.

(2) Penen tuan suatu sektor termasuk dalarn Sektor

Unggulan, dilaksanakan melalui kajian mengenai

variabel:

a. kategori us aha sesuai KBLT5 (lima) digit;

b. Perusahaan dengan skala usaha besar;

c. pertumbuban nilai tambah; dan

d. produktivitas tenaga kerja.

(3) Ketentuan mengenai Perusahaan dengan skala usaha

besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

sesuai dengan peraturan perundang-undangan di

bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.

(4) Berdasarkan hasil kaj ian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), dewan pengupahan provinsi menetapkan ada

atau tidak ada Sektor Unggulan.

Bagian Kedua

Upah Minimum Sektoral Provinsi
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Pasal 15

(1) Penetapan UMSK diawali dengan pelaksanaan kajian

rnengenai Sektor Unggulan oleh dewan pengu pahan

kabupaterr/kota.

(2) Penentuan suatu sektor termasuk dalam Sektor

Unggulan, dilaksanakan melalui kajian mengenai

variabel:

a. kategori usaha sesuai KBLI 5 (lima) digit;

b. Perusahaan dengan skala usaha besar;

c. pertumbuhan nilai tam bah; dan

d. produktivitas tenaga kerja.

Bagian Ketiga

Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota

Pasal 14

(1) Apabila perundingan sebagaimana dimaksud daJam

Pasal 13 ayat (4) mencapai kesepakatan, Asosiasi

Pengusaha pada Sektor dan Serikat Pekerja/Berikat

Buruh pada Sektor yang bersangkutan menyampaikan

hasil kesepakatan kepada gubernur melaJui Dinas

Provinsi untuk dapat ditetapkan UMSP.

(2) Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan,

gubernur tidak dapat menetapkan OMSP.

(3) Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan

maka:

a. bagi daerah yang belum ada penetapan OMSP

tahun sebelumnya, berlaku UMP tahun berjalan;

b. bagi daerah yang telah ada penetapan VMSP

tahun sebelumnya:

1. berlaku UMSP tahun sebelumnya, jika

besarannya lebih tinggi daripada besaran

UMP tahun berjalan; atau
2. berlaku UMP tahun berjalan, jika besaran

UMSP tahun sebelumnya lebih rendah

daripada besaran UMP tahun berjalan.
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Pasal 16
(1) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalarn

Pasal 15 ayat (4) meneapai kesepakatan, Asosiasi
Pengusaha pada Sektor dan Serikat Pekerja./Berikat
Buruh pada Sektor yang bersangkutan menyampaikan
hasil kesepakatan kepada bupati/walikota untuk
direkomendasikan kepada gubernur rnelalui Dinas

Provinsi untuk dapat ditetapkan UMSK.
(2) Dalam hal perundingan tidak meneapai kesepakatan,

gubernur tidak dapat menetapkan UMSK.
(3) Dalam hal perundingan tidak meneapai kesepakatan

maka:
a. bagi daerah yang belum ada penetapan UMSK

tahun sebelurnnya, berlaku UMKtahun berjalan;

(3) Ketentuan mengenai Perusahaan dengan skala usaha
besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.

(4) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dewan pengupahan kabupaten Zkota
menetapkan ada atau tidak ada Sektor Unggulan.

(5) Dalarn hal terdapat Sektor Unggulan, dewan
pengupahan kabupaterr/ kota menyampaikan hasil
kajian kepada Asosiasi Pengusaha pada Sektor dan
Serikat Pekerja/Berikat Buruh pada Sektor yang

bersangku tan un tuk rnerundingkan:
a Perusahaan yang masuk dalarn kategori Sektor

Unggulan yang bersangkutan; dan

b. nominal UMSK.
(6) Dalarn hal tidak ada Sektor Unggulan, gubernur tidak

dapat menetapkan UMSK.
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PasaJ 19

Upah Pekerja/Buruh harian lepas ditetapkan secara

bulanan yang dibayarkan berdasarkan jumJah hari

kehadiran dengan perhitungan upah sehari:

a. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam)

hari dalam seminggu, upah bulanan clibagi 25 (dua

puluh lima);

Pasal18

(1) Upah Minimum dibayar secara bulanan kepada

Pekerja/ Buruh.

(2) Berdasarkan kesepakatan an tara Pekerja/ Buruh

dengan Pengusaha, Upah Minimum dapat clibayar

secara harian atau mingguan dengan ketentuan

perhitungan Upah Minimum didasarkan pada upah

bulanan.

PasaJ 17

(1) Upah Minimum hanya berlaku bagi Pekerja/ Buruh

dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada

Perusahaan yang bersangkutan.

(2) Upah Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu)

tahun atau lebih harus di atas Upah Minimum.

BABV

PELAKSANAANUPAH MINIMUM

b. bagi daerah yang teJah ada penetapan UMSK

tahun sebelumnya:

1. berlaku UMSK tahun sebelurnnya, jika

besarannya lebih tinggi daripada besaran

UMKtahun berjalan; atau

2. berlaku UMK tahun berjalan, jika besaran

UMSK tahun sebelumnya lebih rendah

daripada besaran UMK tahun berjaJan.
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Pasal22
(1) Dalam pelaksanaan UMSP atau UMSK, apabila

terdapat indikasi Sektor Unggulan menjadi tidak
unggul lagi, dewan pengupahan rnelakukan kajian
untuk membuktikan sektor tersebut tidak unggul lagi

atau masih unggul.
(2) Dalam hal hasil kajian dewan pengupahan

rncnunjukkan bahwa variabel Sektor Unggulan tidak
terpenuhi lagi, maka dewan pengupahan menetapkan
sektor tersebut bukan Sektor Unggulan.

(3) Dalam hal suatu sektor tidak lagi menjadi Sektor
Unggulan, maka Upah Minimum yang berlaku adalah
UMPatau UMK.

Pasal21
(1) Bagi 1 (satu) Perusahaan yang usahanya mencakup

lebih dari 1 (satu) sektor, dan telah terdapat UMSP
atau UMSK rnasing-masing sektor, Upah Minimum
yang berlaku UMSPatau UMSKmasing-masing sektor.

(2) 8agi 1 (satu) Perusahaan yang usahanya mencakup

lebih dari 1 (satu) sektor dan terdapat 1 (satu) sektor
atau lebih belurn ada penetapan VMSP darr/ atau
UMSK, sektor yang belum ada penctapan VMSP
danjatau UMSK berlaku UMP atau UMK tahun
bcrjalan.

Pasal 20
UMSP danZatau UMSK hanya berlaku bagi Perusahaan
dengan skala usaha besar.

b. bagi Perusahaan dengan sistern waktu kerja 5 (lima)
han dalam seminggu, upah bulanan dibagi 21 (dua
puluh satu).
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Pasal 24
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pasal23
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transrnigrasi Nomor 7 Tahun

2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

BAB Vl

KETENTUAN PENUTUP
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